
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2022 ten tang Pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2022 len lang
Pernbentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang
Nomor ]6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Pegunungan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya,
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan
fasilitasi, scrta pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kewajiban pemerintab Daerah Provinsi
Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah
Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinai Papua
Selatan, Provinsi Papua Tcngah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;

b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah
provinsi hasil pemekaran diperlukan pedoman
pcnyu sun an dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah bag]
Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayal (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

MENTERI DALAM NEGERl REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PERATURAN MENTERl DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PE-MBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH

PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WTLAYAH PROVINSI PAPUA SELATAN,
PROVINSr PAPUA TENGAH, PROVlNSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI

PAPUA BARAT DAY A
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1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Kbusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubaban Kedua
alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6697);

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nornor 39 Tahun 2008 tenlang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nornor 6 Tahun 2023 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6856);

6. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2022 tentang
Pernbentukan Provinsi Papua Sclatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6803);

Mengingat

Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu rnengatur
mengenai tata cara pernbinaan, pengawasan, dan
evaluasi;

d. bahwa berdasarkan pcrlimbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 1.entang
Tala Cara Pernbinaan, Pengawasan, dan Evaluasi
terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah
Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Cakupan Wilayab Provinsi Papua Seiatan, Provinsi Papua
Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua
Barat Daya;
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA PEMBJNAAN, P,ENGAWASAN, DAN EVALUASI
TERHADAP DAERAH PROVlNSI HASlL PEMEKARAN,
DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WlLAYAH PROVINSI

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pernbentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6804):

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 ten lang
Pernbentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159,
Tambahan Lernbarari Ncgara Republik Indonesia Nomor
6805);

9. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
6831);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelernbagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerirnaan, Pengclolaan, Pcngawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonorni Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tarnbahan Lernbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nornor
6731);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20] 9 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nornor ] 433);
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Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi Hasil Pcmckaran adalah Provinsi Papua

Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

2. Daerah Provin si Induk adalah Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Bara L.

3. Daerah Kabupaterr/Kota Dalam Cakupan Wilayah
Daerah Provinsi HasiJ Pemekaran adalah
Kabupateri/ Kota dalam cakupan wilayah Provinsi Papua
Seiatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Baral Daya.

4. Pembinaan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah
Provinsi Induk adalah usaha, lindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk mewujudkan terlaksananya
kewajiban pcnyelcnggaraan pcmerintahan daerah sesuai
dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi
Hasil Pemekaran.

5. Pengawasan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan
Daerah Provinsi lnduk adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan
kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan undang-undang pcmbentukan Daerab Provinsi
Hasil Pemekaran berjalan secara efisien dan efektif.

6. Evaluasi Dacrah Provinsi Hasil Pernekaran, Daerah
Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten /Kota Dalam
Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring
yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan
pengumpulan data terhadap kewajiban penyelenggaraan
pernerintahan daerah scsuai dengan undang-undang
pernbentukan Daerah Provinsi HasiJ Pernekaran.

7. Menteri adalah rnenteri yang rnenyclenggarakan urusan
pernerintahan dalam negeri.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya
disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah
provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Hasil
Pernekaran.

9. Majelis Rakyal Papua yang selanjutnya clisingkat MRP
adalah rcpresentasi kultural orang asli Papua, yang
memiliki wewenang tertentu daJam rangka perlindungan
hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada

BAB I
KETENTUAN UMUM

PAPUA SELATAN, PROV1NSI PAPUA TENGAH_ PROVINST
PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVTNSIPAPUABARAT DAYA.
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